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Ahstract

The Bmjonegore Regency Govermmrent utiiizes the momentum of regional develspment
framsfarmalion to actirrlize innoveve cin-hased regionnl development. The Bojonegorn
Regercy Government has the opportenity to be part of the "Gorakan Meruje 100 Smart Gie™
program by the kderesion Minisoey of Communioation and nformation, where selected
reqlons are reguired to make regulations and formal documenis fa the form of an intelllgent
ity master plav s the pri@uer reference for implementing innovative city development.
Thies, Peratieran Bupatl No. 13 tphun 2020 tentang Masterplan Smart Oty Bofonegora was
formulabed, This research aims to systematize the study of the intelligent city policy
Soermulation process os a developing development innevodion in Indonesia. This research
pses 0 gquolitative case shdy method by condpcling interviews, literature studies and
docimentation. The findings of thiz stedy show that the process of formeloting this polioe
beging with the ientifieation of 2ot clfy mazter plan policy preblems that vefer o the
urgency of strategic lssues thad need ta be resolved according to the regionad RAIMD perod
by baking inbe sccount structural frastrecture and supersiructure factors, setdng the
agenda setting is done by anclyzing the existing conditions of business and 1T (a tha ragion,
Jormuimting oiternarives fo poy silertion & kow areiligent city readiness is in the ares ond
determining pelicies based on the results of determining the rosdmap ard grick-win of
mredivm-termn fnbefleciu! oity development. This reseerch shiows that the success of sorort
oty policy formulntion, especirlly in regiomal heod regulations such ox this regent
regrela biove, con be determined by the fevel of coovdination mmaturie between exeoubive
government dcters. The recaommendation for forther research (5 o spstematic stidy of how o
policy contained i a Feqional fead regulation can be octively and massively implemenbed
by the varrioes actors and stakehoeiiers fmvalved,
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Ahstrok
Mamenbm transformas pembangeanar daerak divvenfaatlarn oleh Pemerintah Sabupatens
Boforegaro waiwk mengokivalivasikan  penbongunon  deerol berbosis  smaort city.
Pemerint@} Kohvpaten Bojonegorn meadapat kesempoton wetuk menfodi bagien - dar
program Geraken Menufu T08 Serart City olell Kementerfan Kominfe R dirng doseal
terpilifk dibharwskar membrod reguinos’ don dokumen formal berupa masterplon smart cigye
sehagal acuan wtonf pelakionran pemborgunon smart o Selingge diremskos
Peratwran Brpott Mo, 12 Tohun 2020 tentang Masterplan Smart City Bejonegorn, Substansi
penting penslithon fni bertujiran drfuk merguraifan sistermatisas Rallan prases periisan
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hebdjahan smart oty sebagol sebwan inovas penbangunan warg berkesmbang di Indonesia,
Fenelition i mengguaakan metode kealitedf soedl kasus dengan melokukan wawaneara,
studl pustaka dan doefementasi Temuan penslitian il menunjulon proses perumusan
Keldjakon fol divndeal dengar fdentifikost mosalfob kelijoken masisrpdrn smart oty 1w
mreagacu pada urgenst B strategls vong perdu disslesaiican sesual periode BRIMD dacralk
demgen  memperhotibor fokior strokier, nfrastrakioe don suproasirukber; penetopor
agendo setting dilakokan dengan mengaroling kondist eksisting bisnss dan (T dogneh;
porwrismn alternety memperhokar begoimora smart city regdiness doerok serto
fegitimas! webifohannya  didosorkon podn hesll penstopor roodmap dan qeichowrs
pembangunar  Janghka  menshgek  smart oty Penslitlen il menanjulion bohwwea
heterfipsiinng peririsor kebiivkan somont ciby beritama dalim kontelsnve podis peraturan
kepala doerah seperti peraturan bupatl fnd dapat ditentukon tehadop tingkat kematengan
hpordings metar aktor eisekodlf pemeringgon Relemendas! uncuk perelition sefanjutnyr
adalah kafion sistematis bogaimana suatu kebijakar yang bevtuang dolam peraturan
kepala daerah mampu dilolsonakan secora okdif don masif oleh berbogei aktor dan
pemaigiu kepen Higpan yiaag terlibat.

Kevwords: Formulasi Kebifalan, Kebijokar Smart City, Masterplan Smart City, Peraturas
ﬁ'ln'fn;JEl'

1. Pendahuluan

Tren persalngan pembangunan di dunia bergeser dari sekedar membangun daya saing
nazional meéuju daya saing tingkat daerah. Doerah di Indonesla juga bersaing dengan kota-
kot megara Laln untsk menfadi pilihan masyarakan global dadam melakukan akuivitas inveszasi,
perdagangan, kemitraan dan lin sebagainya (Pramesti et a, 2020, Ide besar serta langkah
strategis tersebut pada akhumya mendorong terciptanya smart cify atau kota plntar vang
dilandasi dengan pemerintaban vang cerdas mekalui kebiiakan uomk mempromosikan fnksiatil
dan proyek koka pintar dalam bentuk smaet city [(Ofe & Sandberg 2023), Kerangka smart city
harus mampu mempromosikan kebijakan yang beromentasi pada penguatan sistem inovatif,
khuswsnva yang berfokus pada pengembangan budaya vang diperduekan antuk membamngun
oteritas pemerintahan. Inisiatif kota pintar dipandang sebapal masukan bagl slstem perkotaan
vang dibuat untuk menyelezalkan masalah vang dihadapi oleh kota madern (Fernandez-Anez
et al, 2018].

Membuat kota menadi bebih pintar tidak hanva berarti tentang inovasi dan penerapan
reknokogl, tetapl jugs mermiliki orang-orang yang cerdas dan kehijakan yvang efektif. Ko dapat
memperoleh pengetahuan dan menggabungkan makna tata kelola dari yurisdiksi Tain untuk
mengembangkan inisianhum pintar vang unik dalam kentelks lokal {Salem, Z006). Semestinya
dilakukan dalam proses pengembangan smact ity di Indoenesia, yang harﬁdilm plementas ikan
gecara konslsten, bertahap dan berkelanjutan [Putra, 20197 Dukungan pemerintah tervhadap
pengembangan smarr ey di Indonesia maka Eementerfan Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian
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PPN /Bappenas, Hementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden mengivislasi p-enyaenggamn
Gerakan Menujo 1040 Souret Cily, bartujuan untuk mendorong Kabupaten dan Keta di Indomesia
melakukan akselerasi pembangunan :Iengarldlwnmmhan kKonsep smaed ofty, mulai dari
penerbiten regulasi, penyusunan masterplon serta melaksanakan road-map pembangunan
smart oy 5 hingga 10 tahun kedepan

Kabupaten Bojonegoero yang terpilih menjadi salah satu Kabupaten dari 100 dilandasi
olel beberapa aspek, yaknl (1) Daftar Keta/Eabupaten berkinerja tnggi, hal ini berkaitan
dengan hasil evaleasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh
Kemendagrl. [2) Kemampuan kesangan daerah dari APFBD, menggambarkan ruang fiskal vang
dimiliki di lnar darl belan|a tetap dacrah seswal APBD. (3] Indeks kota higao dari PUPR dengan
Program Pengembangan Kota Hijou yang merupakan program Eementerlan PUPE dalam
mendorong sdanva pengembangan kota berkelanjutan, (4] Indeks kot beckelanjutan dad
Bappenas, program dari Bappenas untulk mendorong pembangunan kata yang mempuniai
ketahanman [kiim dan bencana, serta kota cerdas berdasarkan karakteristik potensi ekonomil,
budaya dan fsik (4] Dimensl pemerataan  pembangunan  dan  kewllayahan,
mempertimbangkan pembangunan daerah, (5] Dimens: pembangunan sektor anggulan,
mempertimbangkan dimensi pembangunan sektor unggulan dengan memprioritaskan
penpguatan sektor domestil vang mengadi keungrulan komparatif suate daerah.

Penetapan 100 kotafkabupaten terpilih dalam program menuju 100 smart oty
berkaitan dengan penyelengearsan tats kelola kot pintar di Bojonegero, Hal tersebat dizwali
éﬂngam porumusn perencanaan yang tertuang dalam mesterplan dengan mengacy pada
Rencana Pembangunan [angka Menengah [RPJMI Kabupaten Bojonegoro 20018-2023. Bagian
utama dari dekumen perencansan tata kelola, moasterplan smart clty bevsifat dinamis dan
membutuhkan evaluasi vang berkelanjutan sebagal penvesualan atas kelemaban, peluang,
kebkuatan dan ancaman yang ada dimasa selanjutnya, =erta menjadi perwujodan konsep smort
city vang terintegrasi, baik dalam inftrastrukiur, kelembagaan, sumber dwa manusia dan
apdikasi penunjangmya [Pemerintah Eota Tanjungpinang, Z0149).

Kabupaten Hojonegero mengembanghan konsepsi smort city ini sehagai mana amanat
dalarm UL No. 5 Tabhun 20014, UL No, 23 Tahun 2004, Peraturan Presiden B No, 95 Tahun 2018
dan Peraturan Menteri FAN RB No. 5 Tahon 2018, Dalam upaya untuk menciptakan sorart city
pada Kabupaten Eu}nneguﬁu secara mendalam dan menyeluwrub, maka Pemerintah Kabapaten
Bojonegors menerbitkan Peraturan Bupati Nomer 13 Tahun 2020 tentang Masterplaa Smart
Ciy Bojonegore 2019-2023, Proses perencansan dan proyeksi pengensbangan smaer oty
Kabupaten Bojonegore dimanifestasilan kedalam masterpion vang ditetapdan pada periode
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tahun 2018-2023 seiring denpan penetapan RPIMD vang talah disahkan. Konsepteal smart city
mendorsng  pentlnghya  peningkatan efisionsi dan  efektivitas seflap penyelenggaraan
pemerintihan dengan  mengkiasilkasikan setiap program  berdasarkan  dimensi-dimensi
tertentu, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kemunilasi untuk mewujudban
kesemhteraan masyarakat maupun untuk merumuskan kebijakan sesoal dengan emmimcnl
problem di masyarakat [Rahmadanita & Santosoe, 20108},

Raihan penghargaan smart oty yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
dalam kEwrsn wakin tabun 2017 hingea 2022 sebagai bukt keberhasi lan dari proses farmulas
dan implementasi kebljakan smaer oy, [1) Pada tahun 2019 meraih penghargaan Best of Smoart
Soclety oleh Kementerian Komunlkas) don Informast B, dalom dimensi amart soclety
Kabupaten Bojonegore mengangkat program kemivaan vang terjalin pada beberapa OPD
dengan komunitax (2] Pada tabun 2020 meraih Top Leader Digital Implementation, Top Digol
Trrnsformation, Top Ngital implementation on Diztrict Covernmaent, TOP Digitae! Aveardrs adalah
penghargzan dalam bidang Teknologl Digltal dengan melibatkan leflh dard 500 instansi dan
perusahaan. (3) Pada tahun 2021 meralh penghargaan Best of Smart Governgnes dengan
peraithan nilai sempurna pada 7 Organisasi Perangkat Daerah Pemenintah Kabupaten
Bojonegoro. (4] Pada tahun 2022 meralk penghargaan Shrart Economy terbalk pada ajang ISNA
Hindanesia Smart Natfon Awerd] 2022 vang diselenggorakan oleh Citiasia, inovasi dalam
penghargaan (ini dinika dari seberapabesar dampak Bingsung vang dirasakan aleh masyarakat.
Penentuan penghargaan ini dengan menerapkan data primer melakei survey masvarakat,

Hosil evaluasi smort city pada tahun pertama yaite 2017, Pemerintah Kabupaten
Bojonegore menempat posisi kedwa dan seluruh kabopaten di fJawa Timor yang terpabung
kedalam perakan menuju 100 smart cigy. Dengan perkembangan gideh win mencapal 3,35 vang
termasuk dalom kategori balk dan mervpakan suat langhal inisiatf vang mudah dan cepat
untuk dicapai dalam kuran wakto sate tahun untuk mengawali proses pelaksanaan soare city
| Masterplan smart City Bejonegora, 20149,

Nam & Fardo (2011) menjelaskan bahwasannya perspekil smart aily bukan hanya
sebagai status seberapa pintar suaty kota namun wpaya yang dilakukian eleh soate kot antuk
menjadi ‘pintar’, Hal ini kemudian diperluat oleh Castelnowvo ot al, (2016] vang menunjuldan
bahwa untuk mewnjudkan pemgembangan kota berbasis smart oty perlue memperhatikan
bagalmana preses pengambilan keputusan yvang dilakukan termasul untuk memahami
kebubuhan darl masyarakat melalul penilaian sentrisitas masyarakat, sebingga pengembangan
sinart e bikan sekedar bagaimana melaksanakan kebijakan rersebut namun bagaimana
kemudian perumusan kebijakannya. Serta Sholeh et al (20191 mengaatakan bahwa dalam
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melabkukan sebual inovasi kebijakan perlu untuk merperhatiban beberapa aspel seperti
proses formulasi kebijakan: kebutuhan masyarakat; pemahaman aparatur serta aktor yang
berkepentingan.

Fakta bahwa setidaknyas masih ada 400 keta/kabupaten yang belum atau tidak be rhasil
dalam implementasi kensep pembangunan smert o'ty dikemukakan oleh Menten Kemunikas
dan Informatika melalul angka sorart oty readiness daerah yang masih kurang (INDFOTE LEC,
2019, Adanya kajian akademis mengenal formulacsi kebijakan smart cify pada daerah kecil
sepeTti Kabupaten Hojonegore mamun  menuai  keberhasilan  dalam  pelaksanaannys,
harapannya penelitian inf mampu menjadi kajian best proctice bagl daerah lain yang belum dan
bary memulal pelaksanaan pengembangan smavrt cify. Kenstruksi pepgetahuan  telah
menguraikan tahapan proses pembuatan kebijakan dengan didasani teord proses kebijakan
oleh Dye (20013), Proses formulasi kebijakan smert city yvang dilskukon eleh Peowerntah
Kabupaten Bojenegore, merupakan salah satu aspek fundamental yang berpengaruh terhadap
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Disamping it kebifjakan kepals daerah yang
dalam proses perumusannya hanya melibatkan aktor-aktor dalam lembaga elksekutif tanpa
melibatkan legislabif. Sehingga menjadi menarik sntuk dikaji, Dengan demikian, tujuan
penelitizn untuk mengkajl secara slstematis bagalmana perumusan kebljakan soeart oy di
Kabupaten Bojlenegoro sebagai peraturan kepala daeral hingga kemudian mampu berdampak

pacda keberhasilan implementasinga

2, Metode

Penelit menerapkan metode kualitakif studi kasus, ini berangkat dari tujuan dan
proveksl substans penelittan bahwa proses perumusan kebijaban memerluban heberaps
tahapan yang pentng dan krusial [Yin, 2018), sehingga sedap proses perlu divraikan secara
komprehensif serta perlo diketahuol bagaimana korelasi antar tahapan tersebot. Paneliti
mengeguniklkan peneditian lapangan, berupaya mengoptimalkan setiap sumber infbermasi dan
metade pengumpulan data, melalul proses wawancara mendalam, prozes penelaahan terkait
dokumen resmi, catatan, memo, dan melakukan kajian literatur melalui proses eksploras
sumber data kepustakaan yang relevan (Neuman, 2014],

Wawancara mendalam dilakukan pada 9@ informan dar tataran lembaga eksekutif
Pemerintah Habupaten Bojonegoro, sepertl Kepala Bidang E-Sovermment Dinas Keminfo
Bojonegore dan lain sebagainya. Data sekunder dipersleh dart dokumen resmi smart ity
daerah, seperti Execurive Suimmary Smert Sty Bojonegoro, Masierplan St City B-Jinnﬁur:n
Bulw Analisa Strategis Smaert City Bojonegore serta Laporan Akuntabilitas Kineria Dinas
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Komunikasl dan Informatika Kabupaten Bojenegoro. Lokasi penelidan dipilih berdasarkan
kriteria lokasi vang mempunyal peran sentral dalam proses perumusan rﬁsrerplﬂn Sia e ciky
Kabupaten Bojonegore sepertl Hagian Hukum Kabugaten Bojonegors, Badan Perencinaan
PFembangunan Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Kemunikas) dan Informatika Kabupaten
Bojonegora. Analisis data dalam penelitian ini vaitu redu ksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Dilnulaé dari  proses memillh, menyederhanakan, mengabstraksi  dan
mentransformasikan data kasar yang ada dalam catatan tertulis di lapangon, menyajllan data
tahap ketika sekumpulan informas disesun sehingga memberikan kemungkinan mengens
proses pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan (Dull & Beinharde, 20140

3. Hasil dan Pembahasan

Sesual dengan Pasal 19 Permendagri No. 80 Tahun 2018 menyatakan bahwa proses
perencanaan penyusunan peraturan kepala daeraly atau peraturan bupati ol menjadi
kewenangan serta disesuaikan dengan kebutuhon masing-masing lembaga dalam level
eksekutil, perencansan ini didasarkan pada perintah peraturan perondang-undangan yang
lehih tinggi dengan mengaou pada keputusan pimpinan, lembaga dan komis di masing-masing
organisasl. Para pembausat kebijakan tdak dapat melepaskan tantangan untuk menjembatani
teknobogli dan aplikasinya pada komseptual smeet oy dengan fujwan politik mereka
Pembanguman lokal-perkotaan diselaraskan dengan kebijakan nasional dan didukang aleh
peraturan dan pendanaan untuk menciptakan sinergi vang lebib baik antara inisiatif smore cizy
dengan tupsan sosial dan ekonoml serta rasio efektivitas biaya vang lebih baik [Dameri 2015].
Berikut merupakan uraian dari perumusan kebljakan inl
3.1 PFroblem fdentification

Pada dasamya, agar suatu ise dapat menjadi ise kebijokan, harus tedebibh dalolu
menjadi perhatian pars pembuat kebijakan, Hal tersebut dapat dipicu okeh dinamika
perkembangan peradaban dan pengaruh eksternal  [Willemsen, 2018). Pembentukan
peraturan ini hars sejalan dengan visi daerah untuk EE nepoptimalkan pelaksanaan program
strategis pemearintah daerah vang tercantum dalam EPFJMD Kabupaten Bejonegors Tahun
2018-2023 dan Program Unggulan Bupati Bejonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojoregore menggandeng piak swasta PT Tatacpta Teknologi Indonesia (PT
TATI) dan akademisi darl 1TS yang menjadi asisten dan direktur dadam proses perumusan
mosterplan sparet oy,

Mota resmil penyampaian rancangan Peraturan Bupati Nommor 13 Tahun 2020 bahwa

kehijakan tindak lanjut darl Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tabun 2018 tentang SPBE,
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Peraturan Menterd Pendavagunaan Aparatur Megara dan Reformasl Birokrasi Nomor 5 Tahun
2018 tentang Evaluazsl SPHE. Dinas Komunikagl dan Informatika Babupaten Bopnegoro
melaporkan kepada Bupall Bojonegoro [enfang  penetapan  peraluran  viang  mamp
mengakemodir berjalannya smart city dan SPBE Kabupaten Bojonegoro, Instrumen utama bagi
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan bualitas pembangunan smert oty dan
dan acuannya dalsm mencapai tujean pembangumen vang telah ditetapkan, Proses penstapam
tahapan pembangunan tersebut merefleksikan  wrgensi permasalaban  strategis  dan
permasalahan vang periu diselesaikan sesusi dengan periede berjalan RPIMD Kabupaten
Bojonegore untuk penciptaan pelavanan dan kebijakan produk birokrasi publik, sehingga hal
inl harus mampy mengartibulaziban kebutuhan masyarakat dengan balk [Asmawatl, 2022;
Harviveke et al, 20227,

Perumusan masalal yang ditetapkan melalui kondisi eksisting Habupaten Bojonegoro,
Ehususnya berkaitan dengan isu yang dihadapi masyarakat, melalui kajian beberapa homponen
Intl s2pertl bagabmana potensi alam; struboue wilayaly; infrasorubooe suprastrukiue danbudaya
yang ada di Kabupaten Bojonegors. Untulk menyusun masterpion, kajinn kesiapan smart city
Kabupaten Et-u-:aue-gum difokugkan pada 3 elemen yaltu (1) Strubdur, terkait dengan
pengembangan sumber dayva manusi pelaksana (masyarakat] dan penerima manfaat smart
city, penyiapan sumber daya anggaran serta sumber daya et kelola dan administrasi, [2)
Infrastruktur, merupakan pembangunan infrastrukiur pendubung smart ciby yang terdiri atas
Infrastruktur fisik Infrastrekiur digical, dan infrastruktur sosial untul kepentingan umum di
Bojonegore. (3] Suprastruliur, vaitu penyiapan kebifakan atau peraturan doerah, kelembagaan
dan prosedur pelaksanaan pengembangan kota pingar.

Berkaitan dengan aspek struktur, ditinjau darl data Analisa Strategis Sonert City
Kabupaton Bojenegoro 2009-2023 hanya terdapat 111 orang ataw hanya 1% darl wetal pegaveal
kaseluruhan, Dimana mayoritas masih berada dibawah Strata Sarjana. Sebaran tersebut
memang dirasa kurang proporsionzl untuk menjalankan smart ofty sehingga diperiukan
instrumen pendukung vang mampu meenjadl stimulus jalannya program smart city. 5DM yang
mempunyal pendidikan Strate 3atu hanya sejumlals $9% dard keseluruhan 500 yang
berpendidikan 1T, Ketersediaan SDM Aparatur berlatar htlalangIT ini harus menjadi perbatian
kEhusus bagn pemerintah untuk mendorong pembangunan sgmack oty [Binas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegora, 20190
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e ShlA 1] =05 ow QD e y9) & B} w Vadale DiveEtahoi

Gambar 1. Postur SOM IT Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
(Sumber: Excecwtive Summmny Masterplon Srort City Kabupaten Bojonegoers, 2019]

Analisiz inilah yang menjadi dasar penentuan program strategis dalam rencana induk
yangdibuat dan mendorong Pemerintalh KEabupaten Bojonegoro untulk merumuskan kebijakan
muasterplar swaard ofy inl. Tinfauas sistematis yang ditetapkan menjadi inti dar masalah-
masalah yang akan dizeblesailan melalui penetapan kebifakan smore oy tersebuar menjadi
upaya untuk mengstasi persoalan postur SOM T vang dinilai kurang.

3.2 Agenda Setting

Dormagan hagi Femerintabh Kabupaten Bojonegorm ontuk memahami tuntutan era
digitallzasi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kemodahan  fasilitas umuom,
menchptakan Inovast yang kompetitif, mampu memberikan pelayanan publik vang prima saita
mencipakan infrastrukr perkotaan vang maksimal harus diiringd dengan alokasi sumber
daya vang tepat guna dan tepat sasaran yang terws berkembang darl wakiu ke wakiu, demikcian
merupakan salah satu wujud bagaimona kebijakan smarl cify ol dinilal strategis untuk
menjawab tantangan tersebut (Brewer et al, 2004],

Tuntutan yang berkembang di masyarakat diartibulazikan melalul foruem antara LSM
IDFos Bojonegoro dengan pihak pemerintah untuk menyuarabon kebutuhan dan aspiras
masyarakar Masyarakar menuni adanya perkembangan pelayanan publik yang cepar, wepar,
efektif dan efisien, karena kondisi vang ada dalam pelayanan publik kurang eptimal dalam
pelaksanaannya. Masyarakat mengharapkan perubahan cara kerja ASN yang hames lebih
kompeten, ramah serta adaptif terhadap perubahan [Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,
2009]). Isu wvang berkembang tersebut bersamaan dengan momentum  ditetapkannys
Kabupaten Bojonegorn sehagai salah sato darm 100 Kzbupaten/Kota Terpilibh dalam program
Menuju 100 Swart City pada talwn 2017, Pemerintah Kabuparen Bojonegoro menjadikan hal
tersebut sebagal agenda publik yang penting untuk dilaksanakan guna mensukseskan Program
Pembangunan [aeral,

Dinas Komunikasi dan [nformatiks Kabupaten Bojonegoro mengadakan Rapat
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a
Koordinasi SPBE dan Sorart City vang dihadivl langsang oleh P| Bupat] Bojenegore, '] Sekretaris

Draerah, Staf Abll, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pejabat eselon Badan,
Pedayanan, Seksh Secwan, Inspekiorat, B3UD, Satpol PP dan Dewan TIK Bojensgoro. Kegiatan
ini terlalsana bekerjasami dengan dua marasumber yang sangat berkompeten, Pakar dan
Institut Teknolem Surabaya [FT5] yaitu Tony Dwa Susanto dan Daniel Hary Prasetyo [Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabuparen Bojonegoro, 2018)

Setting publik ditentukan pada saat FGD perumusan rancangan Peraturan Bupat! dengan
menggandeng PT Tatacipta Teknologl Indonesia selaku pibak swasts yang memandu dan
mengarahkan bagaimana alur pengembangan master plar dan condmop St 20
Pembahasan tersebut berisi tentang program vang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Bojonegore dengan mempertimbangkan BF[MD Boponegoro Z017-2023 yang
kemudian diwajudkan dalam dimensi smart dip. Agendn setting pada perumusan rencana
induk smart cify, menghaziikan: (1) Analisis kondisi masa depan, merupakan tahap
mempertmbangkan dan memperkiraban kemungkinan kondizi masa depan berdasarkan daca
yang ada, (2] Analisis kesiapan d serah, melakukan kajian mendalam techadap kesiapan daerah
dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti ketersedizan sumber daya,
anggaran pendukung, peraturan yang telah ditetapkan, hasil evaluasi program yang telah
dilaksanakan dan lain schagainya. (3] Analisis kesenjangan, m:nﬁa pada analisis masa depan
dan kesiapan daers h dengan mengidentifikasi kesenjangaynelaﬂuj analisislingkungan intermal
untuk menggambarkan kekuatan damn I-releaﬂhan serta analisis lingkungan eksternal untuk
rmengidentifikasi peluang dan anceman [Dinas Komunikasi dan Informatika Babupaten
Bojonegors, 2019).

Anallsls terhadap eksisting Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Juga mengkajl bagalmana
kondial ekalsting ST, sepert] analiale pelayanan publik, evaleasi hagll SPBE, ehslsting inovasi
aplikasi daerah, mfrastrukbur teknologi informasi, sumber daya manusia, angearan T dan
permazalahan terkait dotobose dasrah. Analisis tersebat bertujuan untek dapat mengetahud
bagaimana kondizsl kesiapan daerah dalam penerapan smort ciy dengan menglali berbagal
elemen findamental yang mendukung pengembangan simoer oty (Elberzhager en al., 2021].
Agenda-agenda publik vang tertuang dalam masterplon smart oty dapat terlaksana secara
aptimal, bagian ini kemudian meninjaa bagaimana hasil evaluasi SPBE Daersh sesual dengan
yvang diterbitkan oleh pemerintah pusat

Tabel 1. Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Bojonegoro
Indeks Nilai Indeks Nilai
SPBEE 252 Helembagaan 2,50
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Domain Kebijakan SPBE 276 Strategi dan Perencanaan 2,50

Hebijakan Tata Kelola SPBE 276 TIK 2,33
HKebijakan Layanan SPBE 2770 Domain Layanan SPBE 267
Domain Tata Kelola 243 Administrasi 2,86
pemerintahan
Pelayanan Publik 233

Sumber: Dinas Keminfo }l'.ahupaterl Bojonegoro [201H])

Hasll pendalaman data tersebut menghasilkan rekomendasi untuk transformasi digital
pemerintahan dacrah dan perlu melabukan pengeatan tata kelola SPBE vang terpaduw. Sejalan
dengan itw, perfu dilakukan pengembangan layanan adeministrasi pemerintahan dan layaman
publik vang terintegrasi, peningkatan kapasistas 30M. Agenda vang perlu dilakukan adalah
mendarong adanya perumusan regulasi dan dokumen formal smert ofty sebagai aosan serta
landazan dalam memaksimalkan peran SPEE pada Pemerintah Kabupaten Boponegoro
3.3 Palicy Forrmulation

Pemerintah Habupaten Boponegoro menilal penerapan konsep smard oty bertujuan
untuk mereduksi tantangan yang dihadapl dengan solusl strategis, sepertl Rurangnya
infrastruktur, aksesibilitas layanan pemerintah. kelangkaan sumber daya, ketidakstabilan
perekonomian dan lain sebagainya. Proses perencanaan dan perumusan smart oty Kabu paten
BEojonegors mengacy paca pllar utama soort cify yang mem punyal sasaran yaknl kota yang
berkinerjs baik dengan fokus pada peovelesaian  permasalaban ekonomi, ke kelola
kependudukan, lingkungan  hidup, dan mobilitas secara optimal; kota yang dapat
mengintegrasikan dan menguazai seluruh infrastruktour termasuk jalan, jembatan, rel kereta
apl, terowongan; kota pintar menghubunghkan infrastrukiur fisik infrastrubsur sosial,
infrastruktur T1, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatian kecerdasan kota; kota pintar
menciptakan kot yang efisien dan lavak huni dan pengcapan komputasi cerdas dalam
penerapan smart oty dan terintegrasi (Firdaus dikk, 2021

Pemerintah  Eabupaten Hojonegoro  untuk  melakukan  penentwan  kebijalkan  dan
menganalists kesiapan daerah dalam smort ity dilakukan dengan melakukan koordinasi fim
dan mengidentifikasi faktor pendukung sesual prinsip pelaksanaan yvang maksimal, Diskominfo
Kabupaten Bojonegoro membuat sasaran utoma pengulkuran dalanm merumuskan alternatlf
kehifakon masterplan smerd oty adalah melilat kondisi perekonemian dari swdut pandang
peran indikator sentral kegiatan ekonomi, industri, sumber daya dan pendidikan, bagaimana
kondisi masyarakat ditin o dari kesehatan, keamanan, pelayanan publik, interaksi sozial dan
transportasl. Alternatif yang ditawarkan mengacy poda visi yang telah ditetapkan, dengan
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kriteria mampu menggambarkan arah vang ingln dicapai dalam jangka menengah atau 5 [Jima)

tahun ke deparbmemhenhn salusl permaszbban dan persoalan pembangunan dasrah: dan

menggunakan penjelasan yang lebih operasional sehingga dapar dijadikan acuan dadam
perumusan strateg dan program.

Kesiapan Pemerintah Kabupatem Bojonegors dalam  melaksanakan peorencanaan
pembangunan  dalam menyusun rengana induk kota  pintar  menyesuaikan program
pembangunan Pemerintah Provins [awa Timur dan Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah
Puszat telah mengeluarkan Rencana Induk Percepatan dan Perluazan Kota Pintar, Hal demikian
kemnudian ditindak Lenjuci obeh PT Tatecipa Indonesia sebagai phhak vang bekerfasama dengan
Pemerintah Kabupaten Bojonegore mekblui penyusunan indikator ideal vang digunakan untuk
menyusun alternatif kebijakan vang akan termuat dalam moesterpion smort cifyp

Tabel 2. Indikator ldeal Smart City PT TATI
Dimensi Elaborasi
Smart Government  Pemerintah vang mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknoleg
untuk mengeptimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan,
Smart Branding Kota cerdas yang mampu memanf@atkan karakteristibnya untuk
meningkatkan daya salng indwstrd kreatif, parhwisata, dan pangan.
Smart Economy Bewujudkan ekosistem yang menunjang kegiatan perekonomian
masyarakat yang zefalan dengan sektor perekonomian unggulan
daerah vang adaptif terhadap perubaban.

Smart Living Mengutamakan kenvamanan tinggal di sdate wilayah, indlkator
ubama pada dimens ini adalah kota dengan mobilitas dan logistik,

Smart Society Pentingnya pendidikan, rasa Kolaboratif, kobest! dan dinamis dalam
masyarakat,

Smart Environment  Memperhatikan pelestarian lnghangan hidup mulal dari pengolahan
air, pengelodaan limbah dan pemanfzatan energs alternatif,
Sumber; PT TATI [2017])

Tabed tersebut menunjukkan bahwa kuatitas daci pelaksanaan smart city berangkat dar
setiap dimensi yvang ada didalamnya, pentingnya mempertimbangkan setiap esensi darm
dimensi smart oy menjadikan proses perumuzan sebuah strategl dapat diklasifikasikan serta
diimplementasikan demgan optimal [Vined Kumar, 2015). Denpan demikian, berdasarkan
setiap kriteria dan arahan ahli, Pemenintah Kabupaten Bopnegoro yang diwakili oleh Dinas
Komunikasi dan Infermatika Kabupaten Bejonegero menetapkan setlap sasaran perencanaan
dalam masterplar, rosdrap, dan regulast smare city di Kabupaten Bojonegoro dan kemudian
meneniukan kebljalan maserplan smare city dengan araban dan nasihat darl PT TAT| sebaga
lembaga vang mempunyai kapasites dalom pengembangan smart city daerah,

3.4 Policy Legitimation
Proses herjalannya perumoesan kebijakan sejatinya membuetuhkan koordinast dan

slnergt vang kuat antar lembaga elseluwtif beserta pemanghu kepentingan yang teclibat (Linder
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& Peters, 1990)L Masterpion smart oty sebagal dokumen formal pembangunan smart oty
dasrah tentu mempunyai kompleksitas vang tinggl serta dalam bab-bab perencanaannya
membutulikan  konsiderash yang matang dan teruker, Lantzs, Pemerinth  Babupaten
Bojonegore dengan diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, berusaha untuk
mengedepankan profestionalitas dan koalitas dalam perencanazannya. Kementerian Kominfo
sebagi inisiator dilaksanakanmya program smar oty daerah ind, memsajilan sebuah kerangka
penyusinan masterplon smort ity sehingga hal ini mendoreng setiap pemerintah dacrah yvang
terpilih pada program Menoju 100 Seact Gty harus mengikuti alur-alur pefaksanaan
p-enyumnam:yaétmtuglya ng jelas dan arah kebijakan yvang tepat, maka pelaksanaan Program
Pengembangan smart cify di Kabupaten Bojonegoro dalam lima tahun ke depan diharapkan
memiliki fokus yang jelas, terarah dan sessai dengan pengaturan pelaksanaan.

Arah kebljakan ini merupakan pedoman yang mengarahkan tindakan yang ditetapkan
untuk mencapai tujuan dan sasaran 5 tahun ke depan sebagal berikut: (a] Tahun Pertama,
perwujudan perekonomian uniuk pemeratzan pembangunan yang berkelanjutan. (b] Talun
Kedua, percepatan pembangunan infrastrulktur dalam mngka meningkatkan dova saing daerah
dan potensd lokal. {c] Tahun Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna
mewujudkan kesejahtersan sosial dan ekonomi masyarakat, balk sumber daya manusia
masvarakat maupun pemerintah, {d) Tabhun Keempat, Memperbaiki proses tata kelola
pemerintahan yang baik dan meningkatkan tolerans antar nmat beragama untuk mendukung
kondusifitas sosial, politk, ekoneml dan bwdaya, (] Tahun Kelima, Memperbaiki proses tata
keloka pemerintaban yong baik dan meningkatkan teleransl antar umat beragoma untuk
mendukung kendusifitas sosial, politk, ekonomi, dan bud aya,

Legitimas| kebljakan menjadi tahap akhir dimana semua kerangka kebijakan yang telah
disusun kermadian ditetapkan sesual dengan aberan yvang berlabou. Langkah vang dilakukan aleh
Diskominfo Kabupaten Bojonegoro adalsh mengajukan nota dinas bersama dengan dmft
kebijakan masterplun sowrt city pada Bagian Hobum Kabupaten Bojonegoro untuk dianalisis.
Hasll revial kemudian dibertkan pada Bire Holum Provinsl Jasa Timuor unbuk dikafi sebelum
diterbitkan menpidi Peraturan Bupatl. Pemeriniah Kabupaten Bojonegors melaksanakan
kegiatan desk layanan SKPD &rh:ﬁis smart city untuk mengevaluas implementasi smart Gty
tahun 2018 dan menyusun masterplan smart ofy Kabupaten Bejonegoro tahun 20019-2023
untuk mendukung 17 program prioritas Bupatd Kabupaten Bojonegoro.

Perumusan peraturen bupati medibatkan berbagai altor eksekutif bukan hanya OFD
terkait, sehingga sinergl dan kolaborasi aktlf diperiukan agar kebijakan dapat segera untuk
diterbitkan. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Bojensgoro, dengan berbagai lantangan,
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ancaman, potensl kelemahan dan kekuatan dalavy rangka mewujedkan pemerintahan vang
baik dan bersih mefalul peningkatan pelayvanan yang profesional, berupaya semaksimal
mungkin merancang dan merdmuskan kebipakan smoer oiny untuk pembangunan yang optimsal
dan maksimal. Disamping itu kebijakan sorart city harus memilili kamponen bettom-up,
berbasis permintaan dan hams diawasi secara ketat oleh pemerintah daersh, serta lebih
banwak lagl wpawa untuk mengevaluasi dampak dari program-program ini yang harss
dilakukan (Yigitcanlar, 20187, schingga perumusan kebijalkannya semestinya memberikan
ruang bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhannva (Carapliv & Del, 2018}

4. Simpulan

Penyusunan dokumen masterpion smard olty padda dasarnya menjadi ﬁl.'.il'IHhIE hagi
terlaksananya setiap program strategls pemerintah. Proses formuolasl kebdjakan Peraturan
Bupati Nemor 13 Tahun 2020 tentang Masterplan Smord Cidy KEabupaten Bojonegoro diawal
demngan tahap perumusan masalah pang sejatinga hares sejzlan dengan BPIMD daerah.
Permasalahan kebijakan vang menjadl isu-isu mendesak dan strategie hames sesuak dengan
RPIM D Kabupaten Eajonegore. Penstapan agenda program smaet cify Kabupaten Bofonegoro
telah dilobukan ssjak pemerintah daerab terpilih dalam program Gerakan Menwjo 100 kota
pintar disamping it terdapat kecenderungan dop downs dalam perumusannya sehingga
penetapan agenda kebijakan smort oty int memang dilakukan karena kewajiban dari pusat,
Pemerintah kemudian mengadakan rapat koordinasi penyusunan masterplen smart clty yvang
mana hal tersebut harus mempertimbanghkan eksisting bisnizs dan [T daerah yang ada;
perumusan alternatif dalam kebijakan Ini mengacu pada kriteria utama mascerplin smart iy,
yaltu harus mampue menggambarkan arah yvang jelas dalam jangka menengal, rmampu
menjawab permasalahan daeral dan menggunakan penjelasan operasional, sejalan dengan
pilar smart oty dengan fohkus pada penvelesaion masalah s kelola, perebonsmian
lingkungan hidup, kependudukan dan masyarakat; legitimasi kebijakan smart city didasarkan
pada resdmap pengembangan smeet oty vang telah ditetaphkan dengan mengac pada setiap
gufck win tahunan yang telah dirumuskan, Penetapan program srart oty yvang tepat sasaran
dan efedktlf, mengingat perumusan peraturan kepala dosrabh se pertd perataran bupatd nl sangat
diventukan oleh tngkat kematangan koordinash antar akor eksebutil pemeriniaban, Langkah
alstematls pemerintah dalam merumuskan suata kebljakan, pada kebljakan top down sepert
zmart city inl, darl penetapan masalah hingga legitimasi kebljakan diperlukan dukungan, baik
arahan teknis manpun fundsmental, Pemerintah dibarapkan mampo ntek menyusan langkah

strategis jangks menengah dengan ideal sesuai dengan dimensi-dimensi dari smart city, vang
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harws menunjukhkan darity of divection (kejelazan arab kondisi masa depan). lmpleme ntatd,

sejalan-dengan wisi dan misi pembangunan deerah.

5, Referensi

Asmawati. [202Z). Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelapanan Berbasis
Dnline E-KTF Di Daerab (Studi Pads Dines Bependudukan din Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin]). (P4 Jurmol Penelition Administrass Puhink, 8 2], 339-358,

Brever, |, Walravens, M, & Ballon, . [2014]. Beyond defining the srart city. Meeting top-down

and hottom-up approaches in the middle. fourra! of Londg Use, Mahiliby and Environment,
4(6], 153-164

Caraghim A, & Del, ©F. (2018). Technobogieal Forecasting & Social Change Siswt innovar|ve
cities : The impact of Smart City policies on urban innovation. Teckrolgical Forecasting &
Swciol Chonge, May, 1-11, https:/ fdoiorg,/ 10,1016/ jtechiores 20 18.07.02:2

Castelnovo, W, Misuraca, G, & Savoldelli, A [20158]. Smart Cities Governance: The Need for a
Haolistic Approach to Assessing Urban Participatory Palicy Making. Socfal Sclence Compueter
Review, 24[6), T24-735. https:/fdolorg/ 10,1177 /089443931 5611103

Dramer], B P {201 5. Searching for Staet City definition @ a comprehensive proposal Covncil for
fnnovacive Research. Ocraber 2013, hitps:/ /dolorg/ 1024297 fljctv1 1051142

Dinas Komunikas dan Intormatika Kabupaten Bojonegoro, [Z018). No Titfe.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojomegorn, (201%a]). Masterplor Smoart Oty
Bojmnegors = Buka 1,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. (2019b]. Masterplar Smort City
Bofenegoro - Rencona Aksi. 0-21.

Dull, E., & Reinhardt, 5 P (2014]. An analytic approach for discovery. In CEUR Workshop
Proceedings [Vol. 1304, pp. 89-92).

Elberzhager, F., Mennig, P, Polst, 5, Scherr, 5, 8 Stiipferct, P (2021), Towards a digital ecosystem
for a smart city districe: Procedure, results, and lessons leamed, Smart Cibies, 4027, 686-
71L& https:/fdoiorg, /10,3350 smartcities 02 0035

Fermandez-Anex, V., Fernindez-Gibell. [ M., & Giffinger. B. [(Z018]). Smart City implementation
and discourses: An integrated conceptual model. The caze of Vienna Cigles, 78{June], 4- L6
hetps:f fdoforg 101016/ citles. 201 T.12.004

Harlyeko, Y., Fahmdanik, Iv, Indartuti, E, & Santoso, T, [2022). Digitalisasi desa: pemikian
tentang penerapan teknolegi untuk pelavanan dan pembuatan kebijakan tinghat desa, In
fau-tew Adoriniztrasi Pubiik of Era Post-Cowld [(pp. 233-246) CV. Literasi Mugantara AbadL

INDOTELKO, (201%9]). No Tithe, 400 Kota Di Indonesia Belum Terapkan Smart City,

Linder, 5 H, & Peters, B, G, [1990], An [nstitutional Approach to the Theory of Policy-Making:
The Bole of Guldance Mechanlams in Policy Formulaton. foursal of Theoreton! Politics,
211), 59-83, hetps: Fdod.org/ 1001 ET7 /095 169289000 2001003

155




IFAF (furnal Penelitian Adminisirasi Pubdik] Vol % b |
E-155M 24id0- 154

Marm, T, & Pardo, T. A (2011). Smart dty as urban innovation: Focusing on management, podicy,
and  opntaxt.  ACM Mmfernational Conference Proceeding Series,  185- 194,
hitps:f fdod.ong/ 1001145 /207 2069 20 72100

Meuman, W L [2014]. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. [n
Teaching Sociefogy [Seventh Ed, Vel 30, lssue 3). Pearson Education Limited,
s/ S ong A T0Z 307 /321 1 468

Ma, H. A, & Sandberg, | (2023]), The emergence of digital ecosystom govermance: An
Investigation of respenses to disrupted resource control in the Swedish pubBc transport
sector. faformotion Systems fournal, 33(2), 350-384. httpss//dolorg/ L1111 sl 12404

Pemerintah Kabupaten Bojonegove. (2019). Mo Tide,
Pemerintah Kota Tanjungpinang, [2019). Masterplak Sorart Ciby Kobo Tanjungplaang.

Pramesti, IV, B, Basivi, A N, & Pumomo, E P (20200 Perbandingan Implementasi Smart City
oli Tnclonesia: Studi Kasus: Perbandingan Smart People di Kota Surabaya dan Kota Malang,
{jd-Demaos, 2(2), 163-173, https:/ fdoi.org/10. 37950 /f5d. v 2i2.61

Pukra, & 5. (2019). Smart City: honzep Kota pintar di DED Jakarta. Tekinfo, 200 2], 73-79

Rabhmadanita, A, & Santosoe, E. B {2018]. IMPLEMENTAS] KEBIJAEAN SMART GOVERNMENT
MALAM RANGEA MEWLJUDEAN SMART CITY I KOTA BANDURG Annisa Kahmadasita,
Eko Budi Santoeso , dan Sadu Wasisttone Abstrak PENDAHULUAN Salak sata program
percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Doe, furmal fimo
Pemerintahan Wibdva Prajo, 44[2], B1- 106,

Salem, F., & Government, M. B. FL 5. of. {2016]. A Smart City for Publlec Value. Malnmed Din
Rerswia AN Mk e Global Initiotives, Febeieary, 1-T0,

Sholeh, C, Staningrum, & Sugandi, ¥. 5 (2019). Formualation of Imnovatlon Policy: Case of
Bancung Smart City, Juemal  Mwie Sosiof Doe e Poliok,  23(3), 173-186
hrtps:f fdol.org /10,2 2146 /[ 5F. 33600

Vinod Kumar, T, M. [2015). E-Governance for Saort Oies. hps:/Sdolorg 1001007 /978981 -
28728761

Willemszen, M. C (2018). Tobacce Control Policy in the Netherdands. In Tolaceo Coatrol Pelicy
ir the Netherlonds {1ssue Agust), https:/ fdobergy L1007 f97H-3-319-7 2360-6

Yigitcanlar, T. {20187, Land Use Policy Does smart city policy lead to sustainability of cities 7
Lan Lige Palicy, THMNovamber 2017, 49-5H,
hrtps:f fdodorg/ 10,1016 landusepol Z018.01.034

Yim, B, K (2018). Coge srudy research and appiicaiions : design ard methoeds (Soth edit). SAGE
Publications Lid,

156




Analisis Formulasi Kebijakan Smart City

ORIGINALITY REPORT

1T1. 11+ 6«

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS

O

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

.

Submitted to National Institute of Technology, 4(y
0

Rourkela
Student Paper

=)

kominfo.padangpariamankab.go.id

Internet Source

(K

e

repository.ub.ac.id

Internet Source

(K

-~

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

(K

e

blokbojonegoro.com

Internet Source

(K

diskominfo-arsip.bantulkab.go.id

Internet Source

(2

B B

opendata.karanganyarkab.go.id

Internet Source

(K

dinkominfo.bojonegorokab.go.id

Internet Source

(K




Exclude quotes On Exclude matches <1%

Exclude bibliography On



